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RINGKASAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya
menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber
daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan
nasional. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
mengamanatkan bahwa Pemerintah bersama masyarakat
bertanggungjawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah
menyelenggarakan  pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan terhadap kesediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli
masyarakat. Selanjutnya, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan
produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai

konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

Setelah pernah mencapai swasembada beras pada tahun 80-an,
ternyata ketahanan pangan Indonesia terus mengalami penurunan.
Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektifitas dan
dampak yang dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan
pemerintah dan mengapa berbagai program tersebut justru semakin

menimbulkan kerawanan pangan dan bukannya ketahanan pangan.

Seiring dengan proses otonomi daerah yang tengah berjalan,
beberapa Provinsi dan Kabupaten telah melaksanakan pengamanan
stabilitas harga gabah/beras di wilayahnya, dengan menggunakan dana
APBD untuk pengadaan gabah/beras petani pada saat panen raya. Upaya
ini ternyata dapat menurunkan fluktuasi harga, meningkatkan kemampuan
daerah dalam pengamanan ketersediaan pangan, dan meningkatkan

pendapatan petani padi di wilayahnya.
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Berdasarkan pengalaman dan keberhasilan daerah lain dalam
melaksanakan program stabilitasi harga gabah/beras di daerah, sejak
tahun 2003 hingga kini Departemen Pertanian melalui Badan Bimas
Ketahanan Pangan mengembangkan suatu kegiatan  berupa
pengembangan model pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha
Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah/beras petani.
Dengan demikian, kegiatan ini dapat dipandang sebagai suatu pemberian
“Dana Talangan” kepada LUEP agar kemampuan pembiayaan mereka
bertambah untuk membeli gabah/beras petani pada saat panen raya,

pada tingkat yang wajar mengacu pada kebijakan HPP.

Tujuan penelitian adalah melakukan kajian terhadap : (1) Untuk
mengetahui dampak pemberian DPM-LUEP terhadap tingkat ketersediaan
dan harga gabah di Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan salah
satu daerah rawan pangan di Provinsi Sumatera Utara, (2) Untuk
mengetahui sejauhmana perbedaan tingkat pendapatan petani pada LUEP
penerima DPM-LUEP dengan petani pada LUEP yang tidak menerima DPM-
LUEP dan (3) Untuk mengetahui apakah ada penurunan tingkat
kerawanan pangan sesudah pemberian DPM-LUEP.

Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian Gabah petani di
Provinsi Sumatera Utara sama halnya di Kabupaten Mandailing Natal
bersifat stimulan sehingga diharapkan dapat mendorong daerah-daerah
yang surplus beras agar mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) untuk kegiatan pembelian Gabah petani seperti APBN.
Kegiatan ini akan bersinergi dengan kegiatan lainnya seperti kegiatan
lumbung desa modern, sistem tunda jual Gabah, dan pengadaan Gabah

dalam negeri oleh Dolog.
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Sasaran wilayah DPM-LUEP di Kabupaten Mandailing Natal pada
tahun 2003 adalah Kecamatan dengan sasaran penerima DPM-LUEP
sebanyak 9 LUEP. Pada tahun 2004 sasaran wilayah DPM-LUEP
menjadi Kecamatan dengan sasaran penerima DPM-LUEP sebanyak 12
LUEP. Namun pada tahun 2005 DPM-LUEP di Kabupaten Mandailing
Natal tidak terjadi realisasi kendatipun telah diberikan target

penerimaan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas petani
setelah dana LUEP (tahun 2004/2005) dikucurkan adalah 6.550 ton GKP
per ha, sedangkan sebelum dana LUEP dikucurkan (tahun 2003) rata-rata
produktivitas petani adalah 5.768 ton GKP per ha. Rata-rata pendapatan
petani setelah dana LUEP dikucurkan adalah Rp 1,858,893,- dan sebelum
dana LUEP dikucurkan rata-rata pendapatan adalah Rp 1,291,761,-.
Program DPM-LUEP juga secara nyata meningkatkan harga di tingkat

petani dan dapat menjaga stabilisasi harga.

Pendapatan petani setelah program DPM-LUEP dipengaruhi oleh
faktor produktivitas dan harga di tingkat petani dan mempunyai korelasi
yang cukup tinggi (81.10%) dibandingkan sebelum program DPM-LUEP
diluncurkan. Dengan demikian, program DPM-LUEP dapat meningkatkan
pendapatan petani, produktivitas dan menjaga stabilisasi harga di tingkat

petani.
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I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Selama ini sektor pertanian plus pertambangan dan industri
pengolahan produk pertanian (agroindustri) adalah merupakan sektor
yang mempunyai kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia. Sejak tahun 1995-1997 dan bahkan berdasarkan prediksi
untuk tahun 1998-2000 sektor pertanian, pertambangan dan agroindustri
adalah merupakan sektor-sektor yang paling besar kontribusinya terhadap

PDB Indonesia dengan besar rata-rata per tahun sekitar 50%.

Apa yang terjadi dengan marketed surplus of food dalam
hubungannya dengan agricultural term of trade, perlu disikapi dengan
serius. Jika terjadi surplus pertanian maka harga pangan turun dan pada
akhirnya dapat menyebabkan petani pindah ke sektor industri. Sehingga
sektor industri harus memproduksi barang dengan murah, karena daya
beli yang rendah. Bagi masyarakat perkotaan yang bekerja memerlukan
produk pangan murah.

Perekonomian Indonesia dalam kurun waktu tiga puluh tahun
terakhir telah mengalami perubahan struktural yang dominan dari sektor
pertanian ke sektor industri sehingga menyebabkan menurunnya
kontribusi sektor pertanian terhadap Gross WNational Product (GNP).

Meskipun secara relatif kontribusinya menurun, namun secara nominal
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kontribusi sektor pertanian masih sangat besar. Pentingnya sektor
pertanian dikarenakan sebagian besar kontribusi industri pengolahan

adalah industri pengolahan yang berbasis pada pertanian (agroindustri).

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya
menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber
daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan
nasional. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
mengamanatkan, bahwa Pemerintah bersama masyarakat
bertanggungjawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah
menyelenggarakan  pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan terhadap kesediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli
masyarakat. Selanjutnya, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan
produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai

konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

Setelah pernah mencapai swasembada beras pada tahun 80-an,
ternyata ketahanan pangan Indonesia terus mengalami penurunan.
Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektifitas dan
dampak yang dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan
pemerintah dan mengapa berbagai program tersebut justru semakin

menimbulkan kerawanan pangan dan bukannya ketahanan pangan.
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